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BUPATI BONE BOLANGO 

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 
NOMOR 3# TAHUN 2014 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2914 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE BOLANGO, 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Dasi A 
2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beleia 1 D3 5 Aa 
Bone Bolango Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Pera aturan Bupad Lan 
Bolango tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanu 
Daerah Tahun Anggaran 2014: 

1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3890): 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569): 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851): 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabunatan 

Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontaic (Le 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambanas ! 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuas 
(Lemtaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor «5 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan $egara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):



9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan ». 90 lolaai 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

15. 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Renubti 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400): 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421): 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Repuksik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844): 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438): 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawar 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan ' 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahu 
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indesesa non 

5043): 

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2009 tentang Dana Perimnangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2090 Nomor 291, 5 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebaya'man telan 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 #Lorabaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4165): 

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4027), 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028): 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090): 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Ncmor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Per 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Neg2— “en 
Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah kedua kali. de 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubasan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kesudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD: 

5 Da



Memperhatikan : 

20. 

21. 

22. 

23, 

24. 

25: 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32, 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502): Eg 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503): 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 'Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Yarnbanan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574): FA 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575): 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576), 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578), 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4585): 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614): 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Namor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): 

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelc'aan dan 
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasiona! pada Yesilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan: 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 13. Tahun 2014 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014: 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011: 

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2014, 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan 
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan 
dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
Milik Pemerintah Daerah:



4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 
Anggaran 2014, 

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2280/SJ Hal : Petunjuk 
Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta 

, Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasiora! oa 
£ Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah: 

6. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 407/19/X/2014 tentang Evaluasi 

atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone 
Bolango Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Bone 
Bolango tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2014. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 

ANGGARAN 2014 

Menetapkan : 

Pasal 1 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 
Anggaran 2014 terdiri atas: 

1. Pendapatan 

a. Semula 

b. Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah pendapatan setelah perubahan 

2. Belanja 

a. Semula 

b. Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah belanja setelah perubahan 

Surplus/(Defisit) setelah perubahan ! 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1) Semula 

2) Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah penerimaan setelah perubahan 

b. Pengeluaran 

1) Semula 

2) Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan 

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan 

/Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 

Rp. 584.478.883.647,63 

Rp. 50.635.949.936,09 

Rp. 635.114.833.583,72 

Rp. 597.642.827.112,53 

Rp. 50.196.804.609,43 

Rp. 647.839.631.721,96 

(Rp. 12.724.798.138,24) 

Rp. 19.163.943.464,90 

Rp. 60.854.673,34 

Rp. 19.224.798.138,24 

Rp.  6.000.000.000,00 

Rp. 500.000.000,00 

Rp.  6.500.000.000,00 

Rp. 12.724.798.138,24 

Rp. 0,00



Pasa! 2 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati iri. 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

Ditetapkan di Suwawa 

pada . Oktober 2014     
/ BUPATI BONE BO 2 

| cu 

HAMIW POU 
Diundangkan di Suwawa 
pada tanggal & Oktober 2014 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, 

ISHAK NTOMA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2014 NOMOR ...
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TAHUN 
ANGGARAN 

2014 J 
BERTAMBAH / 

(BERKURANG) 
URAIAN 

UMLAH 
(Rp) 

I 
' 

SEBELUM 
PERUBAHAN 

SETELAH 
PERUBAHAN 

(Rp) 
ve 

1 
2 

3 
4 

5
-
4
-
3
 

6 

1 
PENDAPATAN 

584.478.883.647,63 
635.114.833.583,72 

50.635.949.936,09 
8,66 

4.1 
PENDAPATAN 

ASLI 
DAERAH 

16.054.983.925,47 | 
43.977.484.925,47 

27.922.501.000,00 
0
 

NA 
h
a
d
i
 

Pendapatan 
Pajak 

Daerah 
5.330.000.000,00 

| 
5.330.000.000,00 

0,00 
0,00 

d
t
g
 

Hasil 
Retribusi 

Daerah 
3.179.750.000,00 

2.730.000.000,00 
(449.750.000,00) 

(14,14) 
1.1.3 

Hasil Pengelolaan 
Kekayaan 

Daerah yang 
Dipisahkan 

730.000.000,00 
400.000.000,00 

(330.000.006,60) 
(45,21) 

1.1.4 
Lain-lain 

Pendapatan 
Asli Daerah 

yang 
Sah 

6.815.233.925,47 
35.517.484.925,47 

28.702.251.900,00| 
42115 

1.2 
DANA 

PERIMBANGAN 
481. 

871.688.012,31 | 
481.871.688.012,31 

T
a
n
 

o00o| 
900 

1.2.1 
Bagi 

Hasil Pajak/Bagi 
Hasil 

Bukan 
Pajak 

20.616.878.012,31 
20.616.878.012,31 

0,00 
a10 

Us2 
2 

Dana Alokasi 
Umum 

408.500.750.000,00 
408.500.750.000,00 

0,00 
0,00 

1 
213 

Dana Alokasi 
Khusus 

'52.754.060.000,00 
52.754.060.000,00 

0,00| 
0
 

ti. 
3 

LAIN-LAIN 
PENDAPATAN 

DAERAH 
YANG 

SAH 
86.552.211. 709, 

85 
—.109. 265. 660.645,94 

22.713.448.936,09| 
26,24 

1.3.1 
Pendapatan 

Hibah 
3.000.000.000,00 

3.000.000.000,00 
0,00 

0,00 
1.313 

Dana 
Bagi 

Hasil 
Pajak 

Dari 
Provinsi 

dan 
Pemerintah 

Daerah 
Lainnya 

16.780.984.709,85 
18.565.294.145,94 

1.784.309.436,09 
10,63 

1.3.4 
Dana 

Penyesuaian 
dan 

Otonomi 
Khusus 

56.351.227.000,00 
79.877.432.000,00 

23.526.205.000,00 
41,75 

t 
3
:
5
 

Bantuan 
Keuangan 

Dari 
Provinsi 

atau 
Pemerintah 

Daerah 
Lainnya 

3.420.000.000,00 
3.420.000.000,00 

0,00 
0,00 

1.3.6 
Pendapatan 

Lainnya 
7.000.000.000,00 

4.402.934.500,00 
(2.597.065.500,00) 

(37,10) 

,40 
2 

BELANJA 
597.642.827.112,53 

647.839.631.721,96 
50.196.804.609,43 

3
3
 

2.3 
BELANJA 

TIDAK 
LANGSUNG 

350.603.479.820,63 
365.191.870.113,06 

14.588.390.292,43| 
216 

2 
Ani 

Belanja 
Pegawai 

307.345.854.820,63 
322.207.440.113,06 

14.861.585.292,43 
12 

2.1.4 
Belanja Hibah 

4.283.300.000,00 
4.414.605-000,00 

131.305.000,00 
3,07 

2.1.5 
Belanja 

Bantuan 
Sosial 

12.233.921.500,00 
11.914.421.500,00 

(319.500.000,00) 
e
a
 

2.1.4 
S
a
 

Bantuan 
Keuangan 

Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, 
Pemerintahan 

Desa 
dan 

26.087.500.000,00 
26.152.500.000,00 

65.000.000,00 
Oa 

artai 
Politik 

2
3
 

Belanja 
Tidak Terduga 

“8x2.903.500,00 
502.903.500,00 

. 
(150.000.000,00)| 

(22197) 

z2 
BELANJA 

LANGSUNG 
— 

247.039.347.291,90 
28. 

647.761-608,90 
0 

35.608. Ata. 3170| 
tata 

Pada 
Belanja 

Pegawai 
28.289.280.650,00 

40.749.421.650,00 
12. 2.460.141. 000,00 

-
 

T
e
a
 

Belanja 
Barang 

dan Jasa 
74.105.725.237,00 

97.498.274.813,72 
23.392.549.576,72 

. 
: » 

2.2.3 
Belanja 

Modal 
644.341. 

400.065. 
145,18 

(244.276.259,72 
/ 

j 
144.644.341.404,90 

144.400.065 
b
e
 

a
a
n
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(Rp) 

URUT 
|. 

SEBELUM 
PERUBAHAN 

SETELAH 
PERUBAHAN 

(Rp) 
Oa 

1 
2 

| 
3 

4 
5-4-3 

6 

SURPLUS 
/ (DEFISIT) 

| 
(13.163.943.464,90) 

(12.724.798.138,24) 
439.145.326,66 

1 

3 
PEMBIAYAAN 

DAERAH 
—
—
-
-
—
|
 

3.1 
PENERIMAAN 

PEMBIAYAAN 
DAERAH 

19.163.943.464,90 
19.224.798.138,24 

60.854.673,34 
0,32 

| 

3 
toh 

jl) 
Sisa 

Lebih 
Perhitungan 

Anggaran 
Tahun 

A
n
g
g
a
r
a
n
 
S
e
b
e
l
u
m
n
y
a
 

19,163.943.464,90 
19.224.798.138,24 

6
0
.
8
5
4
.
6
7
3
,
3
4
 

0,32 
| 

3.2 
PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN 
DAERAH 

6.000.000.000,00 
6.500.000.000,00 

500.000.000,00 
8,33 

3.2.2 
Penyertaan 

Modal 
(Investasi) 

Pemerintah 
Daerah 

6.000.000.000,00 
6.500.000.000,00 

500.000.000,00 
8,33 

PEMBIAYAAN 
NETTO 

13.163.943.464,90 
12.724.798.138,24 

(439.145.326,66) 
(3,34) 

SISA 
LEBIH 

PEMBIAYAAN 
ANGGARAN 

TAHUN 
BERKENAAN 

0,00 
0,00 

0,00 

NX 

RINGKASAN 
PENJABARAN 

PERUBAHAN 
APBD 

£
 

a
 

Halaman 
2


